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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti keterlibatan anggota masyarakat dalam
pembangunan,

meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi)
program dan

proyek pembagian wilayah dan merupakan aktualisasi dari
kesadaran dan

kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi
dalam

implementasi program dan proyek yang dilaksanakan (Adisasmita,
2011: 174).

Partisipasi masyarakat yang merupakan cerminan dari
pengembangan

kapasitasnya adalah keterlibatan dalam proses pembangunan
masyarakat yang

didorong oleh determinasi dan kompetensinya (Soetomo, 2009:
353).

Partisipasi masyarakat memiliki nilai dalam pencapaian ujuan
akhir. Untuk

itu diperlukan suatu strategi agar dapat memberikan hasil yang
terbaik. Partisipasi

masyarakat terdiri atas tiga tujuan yaitu: (1) merupakan sumber
informasi dan

kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan
perencanaan, (2)

merupakan suatu alat untuk mengorganisir persetujuan dan
pendukungan untuk

tujuan program serta perencanaan, dan (3) suatu cara pembenaran,
perlindungan

individu, dan kelompok (Rustiadi dkk, 2010: 363-364).

Paratisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai
strategi

dimana masing-masing memiliki sasaran yang hendak dicapai. Cohen
dan Uphoff

yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 39) membedakan
patisipasi menjadi

empat jenis, yaitu (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan,
(2) partisipasi
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dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pengambilan
pemanfaatan, dan (4)

partisipasi dalam pemanfaatan.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene
Astuti

(2011: 37), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu
masyarakat

terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain,
dalam hubungan

dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut,atau
klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana
setiap

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu
dengan yang

lainnya.

Pasal 81 mengenai Peran Masyarakat dalam Peraturan Daerah
Kabupaten

Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah

menyebutkan bahwa:

a. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah
daerah dengan

melibatkan masyarakat.

b. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan
melalui:

1) Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;

2) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

3) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang
sebagimana

dimaksud pada point b nomor 1 berupa:

Partisipasi Masyarakat Dalam..., ELFANA ARGADINATA, Fakultas
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1) Masukan mengenai:

a) Persiapan penyusunan rencana tata ruang;

b) Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

c) Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah
atau kawasan;

d) Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

e) Penetapan rencana tata ruang.

2) Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau
sesama unsur

masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

d. Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat
dalam

perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-

undangan.

e. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagimana
dimaksud

pada point b nomor 2 berupa:

1) Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

2) Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
sesama unsur

masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

3) Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal
dan rencana

tata ruang yang telah ditetapkan;

4) Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang

darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi
dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan
peraturan

perundang-undangan;

Partisipasi Masyarakat Dalam..., ELFANA ARGADINATA, Fakultas
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5) Menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara
dan

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam

6) Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan

peraturan perundang-undangan.

f. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian ruang sebagimana
dimaksud

pada point b nomor 3 berupa:

1) Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

2) Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan
rencana tata

ruang yang telah ditetapkan;

3) Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
dan

4) Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata
ruang.

B. Pelestarian

Menurut UU tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada bab
1,

pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya terpadu

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang
meliputikebijaksanaan

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan,

dan pengendalian lingkungan hidup. Telah dijelaskan dalam kamus
W. J. S.

Poerwadarminta bahwa pelestarian sendiri berasal dari kata
lestari yang berarti

tetap selama-lamanya, kekal, tidak berubah sebagai sedia kala,
sedang menurut

Partisipasi Masyarakat Dalam..., ELFANA ARGADINATA, Fakultas
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Soemartono (2004: 189) melestarikan berarti menjadikan tetap tak
berubah dan

serasi.

Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup juga dijelaskan
dalam

UUPLH yaitu pada pasal 1 bahwa pelestarian fungsi lingkungan
hidup, yaitu

rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan
daya tampung

lingkungan hidup (Koesnadi, 2002: 186). Pengertian yang lebih
rinci dijelaskan

oleh Supli Effendi Rahim (2006: 108) bahwa, upaya pelestarian
lingkungan hidup

secara fungsional salah satunya adalah melalui pengendalian
erosi tanah disetiap

tipe penggunaan lahan.

Terkait upaya pelestarian guna memperhatikan permasalahan dan
kondisi

sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, Fatchan (2013:
248)

berpendapat bahwa kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya
alam dan

lingkungan hidup ditujukan pada upaya:

a. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui
maupun yang

tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah
lingkungan

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.

b. Menegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari
perusakan

sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada
pemerintah daerah

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
bertahap.

d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam
pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidupbagi peningkatan
kesejahteraan

masyarakat lokal.

Partisipasi Masyarakat Dalam..., ELFANA ARGADINATA, Fakultas
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e. Menerapkan secara efektif pengunaan indikator-indikator untuk
mengetahui

keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

f. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan
kawasan

konservasi baru di wilayah tertentu.

g. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi
permasalahan

lingkungan global.

C. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Perencanaan Tata Ruang Wilayah adalah suatu proses yang
melibatkan

banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan itu memberikan
kemakmuran yang

sebesar besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan
yang

berkesinambungan (Tarigan, 2010: 59). Penataan ruang menckup
seluruh aspek

kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses
perencanaan

tersebut.

Dasar dari penataan ruang wilayah di Indonesia adalah
Undang-Undang

Penataan Ruang (UUPR) Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang. Penataan

Ruang wilayah dilakukan pada tingkat nasional (rencana tata
ruang wilayah nasional),

tingkat provinsi (rencana tata ruang wilayah provinsi disingkat
RTRW provinsi), dan

pada tingkat kabupaten/kota (RTRW kabupaten/kota) serta
rencana-rencana yang

lebih rinci. RTRWN disusun dengan memperhatikan wilayah Nasional
sebagai satu

kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam strategi
serta struktur dan

pola pemanfaatan ruang pada wilayah propinsi (RTRWP), termasuk
di dalamnya

penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang
diprioritaskan

penanganannya.
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D. Kawasan Lindung

Menurut UU No. 26 Th. 2007 Tentang Penataan Ruang dijelaskan
bahwa arti

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, dan
sumberdaya

buatan. Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi kawasan
yang memberikan

perlindungan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan
suaka alam dan

cagar budaya, dan kawasan rawan bencana.

Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi untuk
melindungi

kelestarian lingkungan hidup (Tarigan, 2010 :60).
Langkah-langkah pengelolaan

kawasan lindung diantaranya adalah: (1) optimalisasi peruntukan
dan pengendalian

kawasan lindung, (2) pengembalian fungsi kawasan lindung bila
terganggu fungsinya,

dan (3) mengendalikan fungsi kawasan lindung agar terhindar dari
kegiatan budidaya

(Rustiadi dkk, 2009 :423). Kawasan lindung dapat berupa warisan
alam maupun hasil

olahan manusia dengan tujuan memiliki fungsi lindung. Penentuan
kawasan lindung

diatur didalam UUPR Nomor 24 Pasal 7 beserta penjelasannya dan
Keputusan

Presiden RI Pasal 37 Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung

yang menyebutkan bahwa kawasan lindung adalah:

a. Kawasan hutan lindung

b. Kawasan bergambut

c. Kawasan resapan air

d. Sempedan pantai

e. Sempedan sungai

f. Kawasan sekitar danau/waduk

g. Kawasan sekitar mata air

Partisipasi Masyarakat Dalam..., ELFANA ARGADINATA, Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UMP, 2015


	
13

h. Kawasan suaka alam (terdiri dari cagar alam, suaka
margasatwa, hutan wisata,

daerah perlindungan plasma nutfah, dan daerah pengungsian
satwa)

i. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (termasuk
perairan laut, perairan

darat, wilayah peisisir, muara sungai, gugusan karang atau
terumbu karang, dan

atol yang mempunyaiciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan
ekosistem)

j. Kawasan pantai berhutan bakau

k. Taman nasional

l. Taman hutan raya

m. Taman wisata alam

n. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (termasuk daerah
karst berair,

daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs
purbakala atau

peninggalan sejarah yang bernilai tinggi)

o. Kawasan rawan bencana alam

Pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2
Tahun

2011 menyatakan bahwa rencana kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kawasan hutan lindung;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

c. Kawasan perlindungan setempat;

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

e. Kawasan rawan bencana alam;

f. Kawasan lindung geologi; dan

g. Kawasan lindung lainnya.
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Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
a

seluas kurang lebih 4.019 ha meliputi:

a. Kecamatan Kejajar;

b. Kecamatan Watumalang;

c. Kecamatan Garung;

d. Kecamatan Mojotengah;

e. Kecamatan Kertek;

f. Kecamatan Kalikajar;

g. Kecamatan Sapuran; dan

h. Kecamatan Kepil

Pasal 28 Paragraf 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2011

menyatakan bahwa:

a. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

1) Cagar Alam (CA)

2) Taman Wisata Alam (TWA); dan

3) Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

b. Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
seluas

kurang lebih 4 (empat) hektar berada di Cagar Alam Pantodomas
Kecamatan

Sapuran.

c. Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b

seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar berada di Kompleks
Taman

Wisata Alam (TWA) Telogo Warno/Telogo Pengilon Kecamatan
Kejajar.
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d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

1) Situs Tuk Bimalukar berada di Desa Dieng Kecamatan
Kejajar;

2) Situs Watu Kelir berada di Desa Dieng Kecamatan Kejajar;

3) Situs Ondho Budho berada di Desa Sikunang Kecamatan
Kejajar;

4) Situs Candi Bogang berada di Kecamatan Selomerto; dan

5) Situs Bongkotan berada di Kecamatan Kertek;

6) Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;

7) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

8) Gedung Komando Distrik Militer (Kodim) 0707;

9) Kantor Pos dan Giro;

10) Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wonosobo;

11) Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Wonosobo;

12) Gedung Samsat;

13) Alun-alun Wonosobo dan Paseban;

14) Masjid Al Manshur; dan

15) Sekolah Don Bosco dan Dena Upakara.

Pasal 29 Paragraf 5 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2011

menyatakan bahwa:

a. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf e

meliputi:

1) Kawasan rawan tanah longsor;

2) Kawasan rawan angin topan;
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3) Kawasan rawan kebakaran hutan;

4) Kawasan rawan bencana gas beracun;dan

5) Kawasan rawan bencana letusan gunung api.

b. Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a

meliputi:

1) Kecamatan Kepil;

2) Kecamatan Kejajar;

3) Kecamatan Watumalang;

4) Kecamatan Sukoharjo;

5) Kecamatan Kaliwiro;

6) Kecamatan Wadaslintang; dan

7) Kecamatan Kalibawang.

c. Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b

meliputi:

1) Kecamatan Wonosobo;

2) Kecamatan Mojotengah;

3) Kecamatan Kertek;

4) Kecamatan Sapuran;

5) Kecamatan Kalikajar; dan

6) Kecamatan Watumalang.

d. Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf

c meliputi:

1) Kecamatan Kejajar;
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2) Kecamatan Watumalang;

3) Kecamatan Wonosobo;

4) Kecamatan Mojotengah;

5) Kecamatan Kertek;

6) Kecamatan Kalikajar

7) Kecamatan Sapuran;dan

8) Kecamatan Kepil.

e. Kawasan rawan bencana gas beracun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)

huruf d berada di Kecamatan Kejajar meliputi:

1) Desa Sikunang Kecamatan Kejajar;

2) Desa Sembungan Kecamatan Kejajar;

3) Desa Jojogan Kecamatan Kejajar;

4) Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar;

5) Desa Dieng Kecamatan Kejajar; dan

6) Desa Parikesit Kecamatan Kejajar.

f. Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud
pada ayat

(1) huruf e meliputi:

1) Kecamatan Kejajar;

2) Kecamatan Garung;

3) Kecamatan Watumalang;

4) Kecamatan Wonosobo;

5) Kecamatan Mojotengah;

6) Kecamatan Kertek;
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7) Kecamatan Kalikajar

8) Kecamatan Sapuran;dan

9) Kecamatan Kepil.

Pasal 31 Paragraf 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun

2011 menyatakan bahwa kawasan lindung lainnya sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 24 huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah
meliputi:

a. Tanaman Pinus meliputi:

1) Desa Dieng Kecamatan Kejajar;

2) Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar; dan

3) Desa Sikunang Kecamatan Kejajar.

b. Carica berada di Kecamatan Kejajar;

c. Burung Belibis berada di kawasan Telogo Warno/Telogo
Pengilon

Kecamatan Kejajar; dan

e. Dombos Texel berada di Dusun Klowoh Desa Kwadungan
Kecamatan

Kalikajar.

E. Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian dengan penelitian sejenis yang pernah
dilaksanakan

dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian ini. Penelitian
terdahulu juga

dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan
dilakukan. Penelitian

terdahulu yang peneliti jadikan sebagai perbedaan adalah hasil
penelitian dari

Reni Andriana yang dilakukan pada tahun 2007 dan hasil
penelitian dari Aji

Arifin yang dilakukan pada tahun 2012, adapun perbedaan dari
penelitian-

penelitian tersebut tersaji dalam Tabel 2.1.
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Tabel 1. Perbandingan Penelitian PENELITI TUJUAN METODE
HASIL

Reni Andriana (2007)

Evaluasi Kawasan

Lindung Dataran Tinggi

Dieng Kabupaten

Wonosobo

1. Mengevaluasi kebijakan Pemerintah

Tentang Perencanaan Tata Ruang

Wilayah

2. Menganalisis dan mengevaluasi

kondisi lingkungan fisik dan sosial

ekonomi budaya masyarakat di kawasan

lindung Dataran Tinggi Dieng

3. Mengajukan usulan penataan kawasan

Dieng

Teknik pengambilan sampel

menggunakan purposive

sample. Teknik pengumpulan

data meliputi wawancara dan

observasi. Teknik analisis data

yaitu analisis kualitatif dan

kuantitatif.

Implementasi kebijakan masih belum efektif.

Kondisi lingkungan sangat jauh darifungsi

lindung. Tingginya campur tangan manusia

dalam peningkatan kerusakan di kawasan

lindung Dataran Tinggi Dieng sangat

dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan

budaya setempat. Diperlukan Penyusunan

Rencana Detail Pengelolaan Kawasan Lindung

Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. Aji Arifin (2012)

PartisipasiMasyarakat

Terhadap Upaya

Konservasi Lahan Di

Kecamatan Kejajar

Kabupaten Wonosobo

Tahun 2012

l. Mengetahui struktur keruangan

pendidikan, pendapatan, dan

pengetahuan petani di Kecamatan

Kejajar.

2.Mengetahui proses keruangan

partisipasi petani dalam Pelaksanaan

konservasi di Kecamatan Kejajar.

3.Mengetahui interaksi keruangan

pendidikan, pendapatan, dan

pengetahuan yang mempengaruhi

partisipasi petani dalam pelaksanaan

konservasi lahan di Kecamatan Kejajar

Teknik pengambilan sampel

menggunakan teknik random

sampling. Teknik pengumpulan

data menggunakan angket,

observasi lapangan dan

dokumentasi. Teknik analisis

data menggunakan uji chi square

Struktur pendidikan, pendapatan dan

pengetahuan petani di Kecamatan Kejajar

Kabupaten Wonosobo sedang menuju tinggi

dengan 6 desa kategori sedang dan 10 desa

kategori tinggi. Proses keruangan partisipasi dari

tahun 2000 hingga tahun 2012 mengalami

peningkatan Hasil uji chi square antara

pendidikan dengan partisipasi tidak ada

hubungan dengan nilai X2 < X2-tabel (0.356 <

5,991

Elfana Argadinata

(2014)

Parisipasi Masyarakat

Dalam Pelestariaan

Kawasan Lindung Di

Desa Dieng Kecamatan

Kejajar Kabupaten

Wonosobo

Mengetahui partisipasi masyarakat

dalam pelestarian Kawasan Lindung

Teknik pengambilan sampel

menggunakan teknik random

sampling.Teknik pengumpulan

data menggunakan teknik

wawancara dan observasi

lapangan. Teknik analisis data

menggunakan metode

kuantitatif dan kualitatif.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Dieng

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam

pelestarian kawasan lindung memiliki tingkat

partisipasi “sedang”. Kawasan Lindung di Desa

Dieng yang tergolong dalam kategori sedang

yaitu kawasan hutan lindung, kawasan rawan

bencana alam, dan kawasan lindung lainnya

Sumber: Andriana (2007), Arifin (2012).
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F. Kerangka Pikir

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka secara sistematis alur
pikir

kerangka pendekatan masalah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

G. Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga
dalam

penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan
kerangka berpikir,

sedang hipotesis statistik itu ada jika penelitian bekerja
dengan sampel (Sugiyono,

2013: 42). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
“Partisipasi

masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung di Desa Dieng
Kabupaten

Wonosobo yang tergolong rendah >10% ”

KAWASAN SUAKA

ALAM, PELESTARIAN

ALAM, DAN CAGAR

BUDAYA

PARTISIPASI MASYARAKAT

PELESTARIAN

KAWASAN HUTAN LINDUNG

KAWASAN LINDUNG LAINNYA

KAWASAN LINDUNG DI DESA DIENG

KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM
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